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ABSTRAK 
Dengan adanya Perubahan UUD 1945 telah merubah struktur kelembagaan 
negara, demikian halnya menjadikan struktur keanggotaan MPR juga turut 
berubah. Skripsi ini membahas tentang struktur dan komposisi Pimpinan MPR 
sebelum Perubahan UUD 1945 dan sesudah Perubahan UUD 1945 dan akibat 
yang ditimbulkannya. 
Pimpinan MPR sebagai salah satu Alat Kelengkapan Lembaga MPR, 
adalah representasi keanggotaan MPR. Sehingga dipilih oleh dan dari anggota 
MPR yang setelah Perubahan UUD 1945 terdiri atas Aggota DPR dan Naggota 
DPD. 
Khususnya ketentuan mengenai Pimpinan MPR pada Undang-Undang No. 
27 Tahun 2009 yang mengatur bahwa jabatan Ketua MPR harus berasal dari 
Anggota DPR. Hal ini merupakan pembatasan terhadap Anggota DPD yang juga 
merupakan Anggota MPR. Oleh karenanya ketentuan tersebut dimohonkan untuk 
diujimateriilkan (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. 
Dengan dikabulkannya judicial review, maka telah membuka kesempatan 
bagi anggota DPD untuk menjadi Ketua MPR. Namun terdapat Keputusan MPR 
yang kemudian menutup kembali kesempatan tersebut. 
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